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Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, yang diberikan undang-undang 

dan masyarakat, sehingga seseorang yang berprofesi sebagai notaris bertanggung 

jawab untuk melaksanakan kepercayaan dengan sebaik-baiknya dan menjunjung 

tinggi etika hukum dan martabat serta  keluhuran jabatannya. Berdasarkan 

konstruksi latar belakang tersebut, maka masalah dalam penelitian ini adalah 

mengapa kedudukan notaris sebagai pejabat umum sangat penting dan dibutuhkan 

dalam konstelasi politik hukum Indonesia, dan bagaimana tanggung jawab notaris 

dalam politik hukum di Indonesia, serta bagaimana pemberian sanksi terhadap 

pelanggaran tugas dan jabatan notaris tersebut pasca berlakunya Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

penelitian hukum normatif, sedangkan kerangka teori yang digunakan sebagai 

pisau analisis dalam pembahasan penelitian ini yaitu teori kepastian hukum dan 

teori hukum kemanfaatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan 

notaris sebagai pejabat umum sangat penting dan dibutuhkan dalam politik hukum 

Indonesia, karena notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk 

membuat akta otentik dan kewenangan lainnya berdasarkan Undang-Undang 

Jabatan Notaris (UUJN). Politik hukum juga sangat mempengaruhi tanggung 

jawab notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya di Indonesia. Hal ini 

dapat terlihat dari berbagai regulasi mengatur tentang tanggung jawab notaris. 

Selain itu pemberian sanksi terhadap pelanggaran tugas dan jabatan notaris pasca 

berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, sebagai bentuk tanggung 

jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya. Sanksi yang diberikan kepada notaris 

yang terbukti melakukan pelanggaran berkaitan dengan tugas dan jabatannya 

mengacu pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan lain yang berkaitan 

dengan tanggung jawab notaris, terdiri dari sanksi administratif, sanksi etika, 

sanksi perdata, dan/ atau sanksi pidana. Namun demikian notaris yang diberikan 

sanksi tersebut dapat melakukan upaya hukum sesuai yang diatur dalam Undang-

Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.    

 


